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NOMOR: 29

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR29 TAHUN2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme menuju
tercapainya tata pemerintahan yang baik (good
governance) yang terukur, maka perlu adanya indikator
kinerja pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PERj9jM.PANj2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator KineIja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Indikator KineIja Utama
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-
2023;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang 3
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8. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai
penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pe1aksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.

9. Indikator Kinerja Utama yang se1anjutnya disebut IKU adalah
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
organlSaSl.

10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka dan sasaran strategis organisasi.

11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai nyata dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukut, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan.

BABII

TUJUANIKU

Pasal2

Tujuan Penetapan IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
adalah:
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BABIII

IKUKABUPATENMAJALENGKA

Pasal3

(1) IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah
Kabupaten Majalengka yang berisi indikator kinerja tahunan untuk
kurun waktu 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari target
kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

(2) IKU 6



(2) IKU Kabupaten
dimaksud dalam
Bupati ini.

6

Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimanan
huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan

Pasal4

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka wajib
menggunakan IKUuntuk:
a. Menetapkan IKU;
b. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
c. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
e. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BABIV

PEMBINAANDANKOORDINASI

Pasal5

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melakukan :

a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator
utama;dan

b. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem
dengan sistem administrasi pemerintahan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
pertanggungjawaban.

BAB V

PENUTUP

Pasal6

pengukuran kineIja
yang lainnya baik
penatausahaan dan

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 ten tang Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 (Berita
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 21), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

PasaI7 7
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Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

pada tanggal 18 Juli 2019

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 1i 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

BERITA DAERAH KABUPATENMAJALENGKATAHUN2019NOMOR 29

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM
SETDA KABUPATENMAJALENGKA,

GUN GUNM.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor 29 Tahun 2019
Tanggal 18 September 2019
Tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

TUJUAN SASARAN TARGET YANG AKAN 01 CAPAI STRATEGI PENCAPAIAN
PENANGGUNG

MISI
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJELASAN

KONDISI
2019 2020 2021 2022 2023

KONDtSI JAWAB KEBIJAKAN PROGRAM
AWAL AKIHIR PENCAPAIAN

TARGET
1 Memantapkan 1 Mewujudkan Meningkatnya 1 Persentasa Persen N/A 5 5 5 5 5 5 Setda 1 Menlngkatkan pemahaman 1 Program Penlngkatan Nllai-
kualitas nilai~nilai pemahaman, peningkatan rata- ajarsn 8gama dan toleransi nilai keagamaan
kehidupan agama dalam penghayatan, retajamaah

(d,- d,J x 100"/0
antsr umat beragama

beragama yang prllaku dan baraktifitas di
didukung dengan kehldupan pengamalan Rumah Ibadah d,

pemenuhan masyarakat sjsrsn agama d1 : rata-rata jamaah yang beraktifitas di Rumah

sarana dan Ibadah tahun n-1

prasarana d2 : rata-rata jamaah yang baraktifitas di Rumah

keagamaan, sarts ibadah tahun n

membardayakan
tokoh-tokoh
agama

2 Managuhkan Nllai 1 Mewujudkan MenurunnYB 1 Indeks Glni Poln
G=I-tP,(Q.+Q•.•)

0,337 0,335 0,333 0,330 0,328 0,328 0,328 Dinas BMCK 1 Mengurangl 1 Program Pambangunan dan
nlla; Kebangsaan pemerataan Kesenjangan d;sparitaslkesenjangan anlar peningkatan Infrastruktur Jalan
untuk pembangunan antar wilayah

..•
Wilayah dan antar seklor dan Jembatan

menelplakan di barbagai dan antar sektor dimana:

pembangunan wilayah dan Pi: pmentase nnnabtangga atau penduduk peda. ktlas ke.i

yang beri<eadllan, sektor Qi: prrvnWt' kumulatiftoW pendapolAn .tau ~ sampai
rasa eman, ktla.kt.i

lentram, dan tertib Nilai ginj rotiD bntiut antara 0 dan 1. jib:
di masyarakat G<O,3 . kctimpangan rmdah

0,3. o,o.s . kc1impanpn Itdang
G>-O.5 . kctimpangan tinggi

Dinas Kesehatan 2 Program Pembangunan dan
Peningkatan Infrastruktur
Kesehatan

Dines 3 Program Pembangunan
Perdagangan Infrastruktur Perdagangan

Dines 4 Program Pembangunan
Pemubungan Sarena dan Prasarana

PemubunRan
Dlnas Lingkungan 5 Program Pengembangan
Hidup Pengelolean Sampah dan

Limbah
Dines Komunikasi 8 Program Pembangunan dan
dan Informatika Penlngkatan Infrastruktur

Komunikasi

Dinas PPSDA 7 Program Pembangunan dan
Peningkatan Infrastruktur Air
Bersih



T JUAN SASARAN TARGET YANG AKAN 01CAPAI STRATEGI PENCAPAIAN
PENANGGUNG

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJELASAN KONDISI 2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI JAWAB KEBIJAKAN PROGRAMAWAL AKlHIR PENCAPAIAN
TARGET

Pengurangan 2 Angka Kemlskianan Persen
Po- .!.i:[Z-}'I] 10,79 10,48 10,08 9,68 9,09 8,48 8,48 Dinsos 2 Mengurangi Kesenjangan 1 Program monitoring dan

TIngkat Antar Sektor Evaiuasi Penanggulangan
Kemiskinan n 1_1 Z Kemiskinan

dimana:

Po
• Rasio keacnjangan k~iskinan
Ipnwerty gap!

Z - pris kemlakinan

q - jumlah pcnduduk miskin

YI
- pendapatan individu ~nduduk
miskin

n • jumlah penduduk

Dlnsos 2 Program Jamlnan Soslal

Dlnsos 3 Program Pemberdeyaan
Sosial Fakir Miskln

Disnakerin 4 Program peningkatan
produktivitas masyarakat
rniskin

DinasPPSDA 5 Program Peningkatan kualltas
rumah masyarakat miskin

DP3AKB 6 Program Pemberdayaan
Ekonomi KeluarQaMiskin

Distankan 7 Program Pemberdayaan
Petani Miskin

Disdik 8 Program Keberiangsungan
Pendidikan Keluarga Miskin

Dinkes 9 Program Jaminan Kesehatan
baQIMasyarakat Miskin

DinasKUKM 10 Program Pemberdayaan
Ekonomi Mikro Keluarga
Miskin

Keeamatan 11 Program Penanggulangan
Kemiskinan

2 MenCiptakan Terwujudnya 3 Persentase Parsen (d,- d,) xIOO% 20 10 10 10 10 10 10 Satpel PP 1 Meningkatkan rasa aman, 1 Program Pembinaan dan
situasi dan situasi dan panurunan jumlah d, tentram, dan lertib di pemeliharaan Ketartiban
kondisi yang kondis; yang Penyakit masyarakat Umum dan Ketentraman
kondus~di aman, tentram, Masyarakat Masyarakat
masyarakat dan tertib d; dl : Jumlah Penyakit Masyarakat tahun n-l

masyarakat d2 : Jumlah Panyakit Masyarakat tahun n

Kesbangpol 2 Program Pencegahan Potens;
Gangguan Kamtibum

Keeamatan 3 Program Koordinasl dan
Fasilitasl Penyelenggaraan
Pemerintahan serta keamanan
dan ketertiban umum



TUJUAN SASARAN TARGET YANG AKAN DI CAPAI STRATEGI PENCAPAIAN

WTP WTP WTP

2019 2020 2021
MiSt

3 Membangun
sinergi dan
hubungan yang
hannonis dengan
seluruh mitre
ke~a dan
pemangku
kebljakan baik
dengan unsur
legistal~,
pemerinlah desa,
pemerintah
provinsi, dan
pemerintah pusal
serta para
pemangku
kepenungan
lainnya

TUJUAN

1 Mewujudkan
talakelola
pemerinlahan
yang baik

SASARAN

Terwujudnya
akunlabiltas
kine~a

Terwujudnya
akunlabililas
keuanaan

INDIKATOR

NJalSAKIP

2 Opinl BPK RI

SATUAN

Nila;

Opin;

PENJELASAN

Hasll nllai SAKIP Kabupalen Majalengka yang
dikeluarkan oleh KemenPANRB

Hasll penilaian/opini yang di keluarkan oleh BPK
lerhadep laporan keuangan pemerintah daerah

KONDISI
AWAL

B

WTP

BB A A

2022

A

WTP

2023 KONDISI
AKJHIR

A A

WTP WTP

PENANGGUNG
JAWAB

PENCAPAIAN
TARGET

Inspekloral

Bappelitbangda

Diskominlo

BKAD

BKAD

Inspeklorat

KEBIJAKAN

Meningkatkan akunlabililas
kine~a pemerinlah daerah

2 Meningketkan akunlebililas
pengelolaan keuangan daerah

PROGRAM

Program Pembinaan dan
Pengawasan

Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

Program Peningkalan Sarana
dan Prasarana Layanan
Teknologi tnfonnasl dan
Komunikasi
Program Penlngkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program Peningkatan dan
pengembangan Pengelolaan
Barong Milik Daerah
Program Pembinaan dan
Pengawasan

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik

3 Indeks Kepuasan
Masyarakal (IKM)

Poin F-7~iitiilii,.,.,.Unt. I ,.,.-
T~"'~IInIl__ ,.-.os.

Oi.mana:
ilo&«,.1IIIaCI ._••••• bo6lW_.L.om1...... .I&nWI u.. "
Untuk mmudahkan int<rpmasi t<rhadap pmiIaian IKMyait
antara 2S - 100mab basil pmiJaian t"",but diatu dikonl'mibn
dengan nilaidaw 2S, d<nganrumus stbagai b<riku1:
IKMUnitPtIa)'lU1an• 2S

B B B B B B B Diskominlo Meningkatkan kualitas dan
pemenuhan sarana pelayanan
publik

Program Peningakatan sarana
dan prasarana layanan
Teknologi, Inlonnasi dan
Komunikasi

NUl- -~NUoV_

Tditkba*•.....-.g~
e••

~ba1

Meningkatknya
Profesionalisme
,kine~a dan
kesejahleraan
ASN

4 Indeks poln
ProlesionaHlas ASN

~r..,. '-.\\\IIllIilU •••••••

~I ,.'•• SIiP
1'1 ,!<lollno"", vI ••••••••••lJor<jo.l\\ •••• 1*00' !"C-(111
0Il0qI ,- ••••••••••

88 89 89 90 90 90

Disdukcapll

Dinas PMPTSP

RSUD Majaiengka

RSUD Cideres

90 BKPSDM 4 Meningkatkan pemahaman
kode euk dan kede prilaku
ASN

2 Program Pelayanan
Administra.i Kependudukan
Program Reronnasi Birokrasi
PeriZinan
Program Peningkalan
Pelayanan Kesehalan Rujukan
RSUD Maalen ka
Program Peningkatan
Palayanan Kesehalan Rujukan
RSUD Cldera.
Program pembinaan dan
penegakan disiplin ASN



TUJUAN SASARAN TARGET YANG AKAN 01CAPAI STRATEGI PENCAPAIAN
PENANGGUNG

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJElASAN KONOISI 2019 2020 2021 2022 2023 KONOISI JAWAB KEBIJAKAN PROGRAMAWAl AKIHIR PENCAPAIAN
TARGET

BKPSDM 5 Meningkalkan Kapasitas 2 Program peningkatan
Aparatur pemerintah daerah kompetensl Manajerial ASN

BKPSDM 3 Program pengembangan karier
ASN

5 Persentase Basaran persen
BesaranTunjanganKinetjaASNdi KabupatenMaj~engka 30 40 45 45 50 50 BKPSDM 6 Meningkatkan kesejahteraan 1 Program Pengelolaan Gajl dan

Tunjangan Kinelja rlOO'1o aparatur Kesejahteraan Aparatur
berdasar1<an BesaranTunj31lganKineljaIxordasarkanStandarKe~ RB
Standar Kemenpan
RB

4 Menlngkatkan Mewujudkan Meningl<etnya 1 Indeks Pengelahuan Poin 56,89 58,03 58,84 59,55 60,23 61,19 61,19 Disdik 1 Meningkatkan kuamas 1 Program Pendidikan Sekolah
kualrtas layanan masyarakal Mutu pendidikan 1 =,"" + I"", xlOO pendidikan sekolah Dasar Dasar
publik tonutama cJj yang cerdas, ~od/qM 2

seklor pendidikan, sehatdan dlmana:
kesohatan, berdaya saing
infraslnuklur, _ HLS. HLS~"

xlOOpertenian, 1".,- HLS • HLS
pariwisata, mab mill

pertzinan,
1 = RLS. RLS.. xlOOpenanaman
R1.' RLS••••- RLSn•model, dan sektor.

seklor unggulan,
dengan didukung Keterangan:
0100 sumbor daya HLS : Harapan lama Sekoiah
aparatur yang RlS : Rata lama Sekolah
berintegritas,
profesional, Oisdik 2 Meningkatkan kualitas 2 Program Pendidikan SMPhumanist dan pendidikan sekolah Menengahmelayani

Pertama

Oisdik 3 Meningkatkan Kualitas 3 Program Pendidkan Anak Usia
Pendidiken Non Formal Dini dan Non Formai

Oisdik 4 Meningkatkan Kualitas dan 4 Penguatan Tata Keiola
kuantrtas layanan pendidikan Pendidikan

Meningkatoya 2 Indeks Kesehatan Poin ~ _ AHH. AHHm;"
76,43 76,53 76,75 77,04 77,26 77,54 77,54 Dinkes 5 Penguatan Pelayanan 1 Program Pelayanan

Derajat •••ha.. AHH • AHH . xlOO Kesehatan Primer (Primary Kesehatan
Kesehatan mib mill Health Care)
Masyarakat Keterangan:

AHH : Angka Harapan Hidup

Oinkes 6 Pemanuhan SPM bidang 2 Program Peningkatan
kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatoya 3 Persentase Rumah Persen jurnlahRurnahtanggayangDlengaksessanitasibaikxlOO% 80,37 60,52 80,67 80,96 61,31 61,65 81,65 Dinas PPSDA 7 Meningkatkan kuslitas 1 Program Pem.nuhan utilitas
kualitas tangga yang Iingkungan kumuh sanitasi
lingkungan mengakses sanltas; jurnlahseluruhRwnahTangga
permukiman baik

Dinas lH 8 M.ningkatkan pengelolaan 2 Program Pengelolaan
persampahan dan limbah Lingkungan dan Sampah di
domestik di permukiman Permukiman Kumuh
kumuh



TUJUAN SASARAN TARGET YANG AKAN DI CAPAI STRATEGI PENCAPAIAN
PENANGGUNG

MISI
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN PENJELASAN KONDISI 2019 2021 2022 2023 KONDISI JAWAB KEBIJAKAN PROGRAM

AWAL 2020 AKIHIR PENCAPAIAN
TARGET

Meningkatnya 4 Nilai Tukar Petani POin Indeks yang diterima pelani (II) 99,67 100,49 101,31 102,12 102,94 103,76 103,76 Distankan 9 Menlngkatnya proouksi dan 1 Program Peningkatan Produksi
kesejahteraan Indeks yang dibayar pelani (Ib) x 100 produktivitas hasil pertanian Hortikultura
petani

Distankan 2 Program Peningkatan Produksi
Tanaman Pangan

Meningkatnya 5 Jumlah kunjungan Kunjungan banyaknya Kunjungan Wisatawan dalam waktu satu 515,391 15.000 42.000 75,000 75,000 75,000 75,000 Disparbud 10 Menlngkatkan kuaijtas sarana 1 Program pembangunan dan
kunjungan wisatawan tahun be~alan dan sumber daya pariwisata Pengembangan destinasi
wisata wisata layak kunjung

Disparbud 2 Program Pengembangan Sub
Seldor Unggulan Ekonomi
Kreat~

Meningkatnya 6 Jumlah industri baru unit banyaknya Industri baru yang dibangun pada tahun-n 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Dinas PMPTSP 11 Memberikan Kemudahan 1 Program Pereepatan investasi
Investasi sektor pelayanan perizinan investasl Daerah
Industri

Disnakerin 12 Mengembangkan industri kecil 2 Program Pengembangan
dan menengah bertlasis Industrl Kedl dan Menengah
ekonomi kerakyatan

Meningkatnya 7 Jumlah desa tematik Desa banyaknya desa tematik pada tahun-n 26 26 26 26 26 26 Dinas Pangan 13 Mewujudkan ketahanan 1 Program Pengembangan Desa
ekonomi pangan dan gizi tingkat desa Pangan
pedesaan yang ditandai dengan
sesuai potensi beri<urangnyatingkal
unggulan desa - kerawanan pangan dan gizi

Disparbud 14 Mewujudkan Desa Wisala 2 Program Pengembangan Desa
Wisata

Kecamatan 15 Menumbuhkan potensi 3 Program Pengembangan
unggulan kecamatan Potensi Unggulan Kecamatan

5 Membangun Mewujudkan Menlngkalnya 1 Jumlah desa yang desa Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya 109 36 51 52 41 41 41 Dinas PMD 1 Manlngkatkan keberdayaan 1 Program pambinaan
dess menuju kemandirian status kemajuan meningkat status dalam waktu satu tahun be~alan masyarakat desa pembardayaan masyarakat
pads kemandirian desa untuk kemandirian perkembangannya dess
dengan berbasis kesejahteraan desa
potans! lokal masyarakat
untuk desa
mewujudkan

Meningkatkan kapasilaspeningkatan daya Dinas PMD 2 2 Program pembinaan
beli dan pengelolaan keuangan desa penoelolaan keuanaan dess
kesejahteraan Dlnas PMD 3 Meningkatkan kapasitas 3 Program pembinaan
masyarakat yang lembaga dan aparatur desa penlngkatan kompetensl
berkeadilan lambaga dan aparatur desa

Kecamatan 4 Program Pembinaan
Penyelenggaraan
Pamerintahan desa



STRATEGIPENCAP~

MISI

TUJUAN

TUJUAN SASARAN

SASARAN

INDlKATOR PENJELASAN
KONDISI
AWAL

PENANGGUNG
KONDISI JAWAB
AKlHIR PENCAPAIAN

TARGET

KEBIJAKAN

BUPATlMAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

PROGRAM

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH~A_~
t-::..

ARJIlAD IXIII

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAOIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,

GUN OUJI ".D., B.B.. ".Pd.
lOP. 19680327 199603 1 003

NOMOR
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